LEMBARAN DAERAH
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 — S Al @6

NOMOR : 3 TAHUN 2002 ,@ : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Q;C'
NOMOR 6 TAHUN 2002 Q)

TENTANG /\2\
RETRIBUSI PERIJINAN ?»
DI BIDANG LALU LINTAS DAN A N JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN (%@ MAHA ESA

BUPATI bﬁu NG
Na

Q
Menimbang : a. bahwa dalam@ka mewujudkan system lalu lintas dan angkutan
jalan yang% al, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya
guna d P(ZJ;; rhasil guna di Kabupaten Bandung, telah ditetapkan
Peg’it@é Daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan

an n jalan ;

b @ywa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan di bidang

6 lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan upaya melalui

% pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap
<Q perijinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

‘Z% c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu
Q ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan di Bidang
Q;Z* Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1050 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3196) ;
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ; 6

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang @tah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6 bahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ; \z.,

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 te%ng Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dﬁ?’ Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan% ran Negara Nomor

3848); ™

7. Undang-Undang Nomor 18 tah <ﬁ9 7 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaralﬁ%ﬁara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Ne omor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- ng Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara tahun 2000 or 246, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4048) ; %
QO

8. Peraturan Pe@tah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambah mbaran Negara Nomor 3527) ;

<
9. Pe 'ﬁan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993
ng Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
&ara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
é@ Republik Indonesia Nomor 3528) ;

@ 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993
@ tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor
\Z» 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
Q) dan Pengemudi (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 64,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;
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Menetapkan :

DaIam

%se

4.

5.
6.

7.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ter@g
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 @n 2000
)

tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik Penyus Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35

4

Peraturan Daerah Kabupaten Bandungw 7 tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi Perang Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah tahun @Omor 6 Seri D).

Dengan persetuj Q

DEWAN PERWAKI KYAT DAERAH

KABUPA ANDUNG

@\UTUSKAN

PERATURA ‘%AERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG

PERIJIN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.

&v BAB I

@

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

uran Daerah ini yang dimaksud dengan :

ah adalah Kabupaten Bandung ;

merintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
bagai Badan Eksekutif Daerah ;

Bupati adalah Bupati Bandung ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan
Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;

Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bandung ;

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan ;

Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum ;

Kendaraan Bermotor dalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang
berbeda pada kendaraan itu ;

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah,
bik dengan ataupun tanpa kereta samping ;

Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang
atau hewan ;

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerak ntuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilen sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat dudu gemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dllengka dari 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 22» ngan maupun tanpa

perlengkapan bagasi ;

Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain se motor, mobil penumpang,
mobil bus dan kendaraan argometer ;

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis @'penumpang yang diberi tanda

khusus dan dilengkapi dengan argometer ; \,
Kereta Gandengan adalah suatu alat yan rgunakan untuk mengangkut barang
yang seluruh bebannya ditumpu oleh aI&%eéndiri dan dirancang untuk ditarik oleh
kendaraan bermotor ;

Kereta Tempelan adalah suatu a Qng dipergunakan untuk mengangkut barang
yang dirancang untuk dltarlk sebaglan bebannya ditumpu oleh kendaraan

bermotor penariknya ;
Perusahaan angkutan u @alah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
orang dan/atau barang kendaraan umum di jalan ;

Terminal adalah pr na transportasi jalan untuk keperluan memuat dan

menurunkan  or. dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkat ndaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan
transportasi ;

Trayek a lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
denga il bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal

pun tidak berjadwal ;
Bevﬁv umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum vyang berfungi
betulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi

rsyaratan teknis dan laik jalan ;
2%) Ju

25.

26.

27.

mlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor
menurut rancangannya ;
Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum
kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut
muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1.

2.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang ;
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan ;

Nomor Pokok Waijib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor
Waijib retribusi yang terdaftar dan menjadi idnetitas bagi setiap wajib Retribusi ;
Jasa adalah kegaitan pemrintah Daerah berupa usaha dan pelayana
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dini

orang pribadi atau badan ;
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat D adalah

Surat yang digunakan wajib Rtribusi untuk melaporkan perhitungan pembayaran

Retribusi yang tertuang menurut peraturan Retribusi ; .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dising/%zi_figs RD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;;

SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan ejabat dalam hal Waijib
Retribusi tidak memenuhi SPTRD ;

SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang d@l kan oleh Pejabat dalam hal
ditemukan data baru atau data yang semula bel rungkap dalam pemeriksaan ;
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya ‘disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau sa administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

Surat Setoran Retribusi Daerah yan
digunakan oleh Wajib Retribusi
Retribusi yang terutang ke kas

jutnya disingkat SSRD adalah Surat yang
k melakukan pembayaran atay penyetoran
atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan

oleh Bupati ;
Surat Ketetapan Retribusi ah Kurang Bayar yang sulanjutnya disingkat SKRDKB
adalah Surat Keputusag@} memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang

Surat Ketetapan usi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah Surat san ang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi
karena juml dit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau

SKR adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi
D yang telah ditetapkan ;

itungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar

\'{oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi,
k

-

elebihan pembayran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;

Pembayaran Retribusi Daerah dalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;Utang Retribusi Daerah adalah
sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB
atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
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